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A. Pendahnlnan

Hukum bukan sekadar kumpulan
peraturan tingkah laku Delaka. tapi
fuga manifestasi konsep-konsep, ide-
ide, dan cita~cita sosial mengenai pola
ideal sistem pengaturan dan pengor-
ganisasian kehidupan masyarakat. Hal
itu tercermin dalam konsep atau cita-
cita tentang keadilan sosial, kescjah-
teraan hidup bersama, ketertiban dan
ketenteraman masyarakat dan demo-
krasi.,

Pola ideal sistem pengaturan dan
pengorganisasian kehidupan masyara-
kat dengan sarana hukum ini meliputi
seluruh aspek kehidupan masyarakat,
baik dalam bidung sosial dan budaya
maupun dalam bidang ekonomi dan
politik. Dalam konteks ini, hukum
merupakan pedoman bertinglkah laku
dafam kehidupan masyarakat.

Hukum merupakan kaidah tertinggi
vang harus diikuti oleh masyarakat
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dalam melakukan interaksi sosiil, dan
oleh penguasa negara dalam menye-
lenggarakan kehidupan bernegara dan
bermasyarakat.

Konsep-konsep, ide-ide, dan cita-
cita sosial yang melekat secara inheren
dalam hukum tersebut merupakan
pancaran sistem nilai yang hidup dalam
sanubari masyarakat. Hukum memang
berpijak pada basis sosial tempat ia
tumbuh, berlaku, dan berkembang.

Dengan demikian, hukum bukan
merupakan kaidah yang bebas nilai,
di mana manfaat atau mudaramya se-
mata-mata tergantung kepada manusia
pelaksananya awmu orang yang mene-
rapkannya. Tapi merupakan kaidah
yang sarat nilai, vang menentukan sen-~
diri identitasnya, harapan-harapannya,
dan cita-citanya. Singkatnya, hukum
memiliki logika sendiri, kehendak
sendiri, dan tujuan sendiri.

Walaupun demikinn, hukum tidak
dapat merealisaiskan sendiri kehendak-
kehendaknya tersebut, karena ia hanya
merupakan kaidah. Oleh karena itu
dibutuhkan kehadiran manusia untuk
mewujudkan (aparat penegak hukum).
Dengan cara memandang hukum se-
perti itu, maka penegakan hukum (law
enforcement) tidak sekadar menegak-
kan mekanisme formal dari suatu
aturan hukum, tapi juga mengupaya-
kan perwujudan nilai-nilai keutamaan
yang terkandung dalam hukum ter-
sebut,

Penegakan hukum yvang hanya me-
ngandalkan prosedur formal, tanpa
mengaitkannya secara langsung dengan
spirit yang melatarbelakangi lahimya
kaidah-kaidah hukum, membuat proses

penegakan hukum akan berlangsung
dengan cara yang sangat mekanistik.
Padahal tuntutan hukum bukan hanya
pada pelembagaan prosedur dan me-
kanismenya, tapi juga pada penerapan
nilai-nilaj substantifnya.

Pola penegakan hulkum dipenga-
ruhi oleh tingkat perkembangan ma-
syarakat, tempat hukum tersebut ber-
laku atau diberlakukan. Dalam masya-
rakat sederhana, pola penegakan hu-
kumnya dilaksanakan melalui prosedur
dan mekanisme yang sederhana pula.
Nanwun dalam masyarakat modern
vang bersifat rasional dan memiliki
tingkat spesialisasi dan diferensiasi
yang begitu tinggi, pengorganisasian
penegakan hukumnya menjadi begitu
kompleks dan sangat Dbirokmtis.

Semakin modern suatu masyarakat,
nutka akan semakin kompleks dan se-
makin birokratis proses penegakan
hukumnya. Sebagai akibatnya, yang
memegang peranan penting dalam
proses penegakan hukum bukan hanya
manusia yang menjadi aparat penegak
hukum, namun juga organisasi yang
mengatur dan mengelola operasio-
nalisasi proses penegakan hukum.

Dalam proses perubahan sosial,
faktor-faktor yang berpengaruh terha-
dap bekerjanya hukum dalam masya-
rakat bukan hanya faktor internal
dalam sistem hukum itu sendiri (hu-
kum, aparat, organisasi, dan fastlitas),
tapi juga faktor-faktor eksternal di luar
sistem hukum, seperti sistem sosial,
politik, ekonomi, dan budaya. Bahkan
dalam era globalisasi sekarang ini, pe-
ngaruh faktor tata pergaulan interna-
sional tidak dapat diabaikan,
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Dengan demikian problematika pe-
negakan hukum yang dihadapi masya-
rakat pada waktu sekarang dan di ma-
sa yang akan dating, akan semakin
kompleks. Persoalan-persoalan hukum
baru yang muncul akibat perubahan
akibat penubahan sosial perlu direspon
dan diantisipasi oleh aparat penegakan
hukum. Begitu pula konflik-konflik
sosial dalam pelaksanaan pemba-
ngunan, yang, telah melahirkan begitu
banyak sengketa hukum, memerlukan
pemecahan. Di samping itu, jumlah
peraturan perundang-undangan terus
bertambah, dan penegak hukum harus
memahaminya pula.

Oleh karena itu perlu dikaji secara
mendalam realitas penegakan hukum
yang terjadi dalam masyarakat kits. Me-
‘ngapa terjadi diskraprensi yang de-
mikian tajam antara apa yang seharus-
nya dengan apa yang senyatanya? Fak-
tor-faktor apakah yang menyebabkan
keadaan seperti itu?

Pengkajian ini mempunyai arti pen-
ting karena beberapa talwun lagi kita
akan memasuki era perdagangan bebas
(globalisasi). Perubahan sosial dalam
era globalisasi akan berlangsung lebih
dahsyat lagi, dengan implikasi sosial
yang semakin kompleks. Dan hal ini
tidak hanya mempengaruhi eksistensi
hukum dalam masyarakat, pi juga
efektivitas penegakan hukum.

Pentegakan Hukum datam Konteks Soslelogis

B. Rcalitas Penegakan Hukum

Masalah penegakan hukum pada
dasarnya merupakan kesenjangan an-
tara hukum secara normatif ( das solien)
dan hukum secara sosiologis (das sein)
atau kesenjangan antara prilaku hukum
masyarakat yang seharusnya dengan
prilaku hukum masyarakat yang senya-
tanya.

Rescoe Pound menycebutnya se-
bagai perbedaan antara “law on books
dan law in action”. Perbedaan ini
mencakup persoalan-persoalan antara
lain.!

1. Apakah hukum di dalam bentuk
peraturan yang telah diundangkan
itu mengungkapkan pola tingkah
laku sosial yang ada waktu itu;

2. Apakah yang dikatakan pengadilan
itu sama dengan apa yang dilaku-
kannya;

3. Apakah wmjuan yang secara tegas
dikehendaki oleh suatu peraturan
itu sama dengan efek peraturan itu
dalam kenyataan.

Ruang lingkup masalah di seputar
penegakan hukum ini dapat diperluas
dengan pelbagai masalah, yaitu: apa-
kah peran aparat penegak hukum se-
suai dengan standar prilaku yang diga-
riskan hukum, bagaimanakah tingkat
kepatuhan hukum masyarakat, apakah
mekanisme penyelesaian sengketa atau

'Sariipto Rahardjo, Huknm dau Perubaban Sosial, Bandung: Angkasa, 1988, hal. 71.
Dikutip dari Edwin M. Schuur, Law And Order, hal. 39.
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pelanggaran hukum mengikuti pro-
sedur yang dikehendaki hukum, dan
faktor-faktor apakah yang mempe-
ngaruhi proses penegakan hukum?

Dalam memahami realitas dengan
melihat penegakan hukum, hendak-
nya peraturan-peraturan hukum itu di-
terima sebagai deskripsi dari kenya-
taan. Apabila yang demikian fw terjadi,
maka sesungguhnya kita telah mem-
buat mitos tentang hukum, padshal,
mitos yang demikian itu setiap hari
dibuktikan kebohongannya (The myth
of the operation of the law is given the
lie datly)’?

+ Hasil penelitian Stewart Macauly
mengenai hukum kontrak menun-
jukkan bahwa hukum kontmak yuang
dipelajari dalam dunia akademis tidak
akan pernah dapat menjadi deskripsi
yang akurat tentang operasionalisasinya
dalam praktek.? :

Urusan-urusan dagang bergulir dari
hari ke hari, dan berbagal transaksi
terjadi. Orang-orang dan organisasi-
organisasi melakukan tawar-menawar,
dan kemudian mengadakan kontrak.
Namun kemudian mereka menge-
nyampingkan kontrak itu, dan dalam
menyelesaikan sengketa, hanya sedikit
yang mengacu kepada kontrak vang
telzh dibuat tersebut. Meskipun ada
beberapa kasus yang diajukan ke

pengadilan dan sudah diproses, tapi
para lawyer menyelesaikan sebagian
besar kasus itu sebelum pengadilan
menjatuhkan putusan.’

Di samping hukum kontrak, ada
kultur bisnis yang mendefinisikan sen-
diri resiko yang telah dinyatakan dalam
tawar-menawar, dan apa yang harus
dilakukan bila segala sesuatu berjalan
tidak sebagaimana mestinya. Orang-
orang menunjukkan kerugian menye-
lesaikan sengketa berdasarkan kepada
kontrak, karena adanya perhitungan
keuntungan yang akan hilang pada
masa yang akan datang. Oleh karena
itu orang-orang Dbisnis sering mene-
gosiasikan kembali masalah-masalah
yang mendatangkan kerugian pada
satu pihak atau puda kedua pihak. Di
samping itu, berperkara i pengadilan
acdalzh suatu untung-uritungan (gam-
bling).?

Hal-hal yang dikehendaki hukum
tidak selamanya menjadi kenyataan
dalam praktek penegakan hukum, bah-
kan sering terjadi hal yang sebaliknyz,
Hal itu adalah wajar, karena hukum
merupakan dunia idealita, sedangkan
kenyataan adalah dunia realita, dan di
antara keduanya memang sulit diper-
temukan.

Kenyataan bahwa kaidahh hukum
bukan deskripsi yang akurat mengenai

*Satfipto Rahardjo, Masalab Peaegakan Hulkum, Bandung: Sinar Baru, tanpa tahun,
halaman 14. Dikutip dari Chamblis dan Seidmen, Lawr Order and Power, Reading, Mass:

Addison Westley, 1971.

*Stewart Macauly, “An Empiiical View of Contract®, Wisconsin Law Review, 1983,

halaman 465.
Nbid.
“Ihid.
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Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis

realitas hukum dalam praktek, bukan
monopoli hukum kontrak saja, tapi
merupakan gejala umum dalam proses
penegakan hukum. Artinya, realita
seperti itu terjadi juga dalam bidang
hukum pidana, hukum perdata, hukum
administrasi, hukum perburuhan, dan
dalam prinsip-prinsip hukum pada
unmumnya.

Kaidah hukum secara tegas me-
nyebutkan bahwa “semua manusia
mempunyai kedudukan yang sama di
depan hukum (eguality before tbe
law)”. Hal ini berarti bahwa tidak ada
perbedaan antara subyek hukum yang
satu dengan subyek hukum yang lain
di depan hukum.

Prinsip persamaan kedudukan ma.
nusia di depan hukum ini bukan hanya
merupakan prinsip hukum yang pa-
ling mendasar, tapi juga merupakan
prinsip keadilan. Hak untuk memper-
oleh keadilan merupakan salab satu
hak dasar manusia, karena hak itu
berhubungan langsung dengan harkat
dan manabat manusia. Keadilan hanya
dapat ditegakkan apabila ada perla-
kuan yang sama bagi setinp orang yang
mempunyai kondisi yang sama.

Kondisi dan struktur sosial tempat
hukum itu ditegakkan justru dilipud
dengan berbagai ketidaksamaan sosial.
manusia yang satu berbeda dengan
manusia lainnya karena berbagai fak-
tor, baik karena latar belakang ketu-
runan, kekuatan politik, kondisi eko-
nomi, status sosial, tingkat pendidikan,
dan scbagainya.

Perbedaan dalam tingkat status
ekonomi menyebabkan terciptanya
stratifikasi sosial ekonomi masyarakat
dalam tiga kelompok, yaitu kelompok
masyarakat yang hidup sangat ber-
kelebihan (orang kaya), masyarakat
yang hidup berkecukupan (orang ber-
kecukupan), dan kelompok masyarakat
yang hidup penuh kekurangan (fakir
dan miskin).

Penguasaan aset kekayaan dalam
stratifikasi sosial ekonomi ini bersifat
piramidal terbalik, antinya, orang kaya
yang jumlahnya sangat sedikit me-
nguasai sebagian besar sumber daya
ekonomi, sedanglkan kelompok fakir
dan miskin yang jumlahnya sangat
banyak hanya menguasai sebagian
kecil sumber daya ekonomi tersebut.

Karena perbedaan ukuran. per-
bedaan dalam pangkat atau kedudulan
dan perbedaan sumber daya, beberapa
pelaku dalam masyarakat mempunyai
kesempatan untuk menggunakan pe-
ngadilan (dalam arti luas) unk me-
ngajukan (dalam arti luas) untuk meng-
ajukan gugatan (tuntutan) dan mem-
pertahankannya, sementara yang lain
jarang melakukannya.®

Ada beberapa keuntungan yang
dimiliki orang kaya apabila berperkara
di pengadilan. Mereka adalah orang-
orang yang memiliki inteligensi tinggi,
mempunyai keahlian (spesialisasi) dan
sanggup membayar pengacara ter-
nama, mempunyai kesempatan mem-
bina hubungan dengan pejabat, punya

“Marc Galanter, “Why The Haves Come Out Ahead: Speculation on The Limit of

Legal Change”, Fall, 1974, hal. 97.
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tanggung jawab tinggi untuk memper-
tahankan reputasi dan kredibilitasnya,
berpengalaman dalam berkonflik dan
berperkara. Singkatnya, orang kaya
dapat membeli pelayanan hukum lebih
baik secara kuantitatif dan kualitatif.”

Akibat ketimpangan struktur eko-
nomi masyarakat yang tajam tersebut,
maka orang-orang kaya lebih mem-
punyai akses untuk mendapatkan ke-
adilan. Dengan kata lain, orang kaya
lebih berpeluang untuk memenangkan
perkara dalam proses peradilan dari-
pada orang-orang miskin.

Apabila orang kaya berperkara de-
ngan sesama orang kaya tentu tidak
ada masalah, karena mereka mem-
punyai sumber daya yang seimbang,
begitu juga kalau orang miskin ber-
perkam dengan sesama orang miskin.
Masalah serius akan timbul bila oring
miskin berperkara melawan orang kaya
di pengadilan.

Orang-orang kays mempunyai fa-
silitas yang jauh lebih baik dari kelom-
pok masyarakat miskin, misalnya ke-
mampuan untuk membayar seoring
pengacara atau advokat yang ternama,
kemampuan untuk memikul biaya per-
kara, jika kasus itu harus selesai dalamy
pemeriksaan tingkat akhir (kasasi), dan
membina hubungan baik dengan para
pejabat. Hal ini tentu tidak akan dida-
patkan oleh mereka vang miskin.

Peluang untuk memenangkan per-
kara tersebut merupakan kemenangan
yang dicapai dalam proses persidangan
yang fair (jujur), dan tidak memihak.
Keadaan ini tentu akan semakin me-

nguntungkan orang-orang kaya, jika
proses peradilan itu berlangsung secara
tidak jujur, penuh dengan tipu mus-
lihat, dan sogok-menyogok.

Perbedaan status sosial dalam ma-
syarakat membagi masyarakat dalam
kelompok status sosial tinggi, status
menengah, dan status yang rendah.
Perbedaan status sosial ini bisa timbul
karena perbedaan latar belakang ke-
turunan, di mana kaum priyayi mem-
punyai status sosial tinggi, sedangkan
rakyat kebanyakan merupakan kelom-
pok status sosial rendah.

Jika klasifikasi itu dibuat berda-
sarkan pekerjaan, maka burul, petani,
pedagang kecil, dan pegawai rendahan
adalah kelompok status sosial rendah,
sebaliknya para pengacarn, bankir,
hakim, akuntan, dosen, dan pegawai
tinggi, adalah status sosial terpandang
dalam masyarakat. Perbedaan status
sosial juga bisa diklasifikasikan ber-
dasarkan latar belakang pendidikan,
yaitu orang yang berpendidikan dan
orang yang kurang berpendidikan.

Stratifikaasi sosial berdasarkan pe-
nguasaan sumber daya politik mem-
bagi masyarakat dalam kelompok elit
kekuasaan, kelas menengah, dan go-
longan rakyat kebanyakan. Yang ter-
masuk ke dalam kelompok elit kekua-
saan ini adalah para pejabat tinggi ne-
gara, baik sipil, apalagi militer, baik di
pusat maupun di daerah. Dengan kata
lain, ada elit tingkat pusat, regional,
dan lokal. Kelas menengah adalah ke-
lompok-kelompok profesional, seperti
pengacara, bankir, dokter, dan akuntan.

"Ibid.
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Pencgakan Hukunt dalam Konteks Sostologis

Weber menyebut soal ketidaksa-
maan dalam masyarakat ini sebagai
suatu nasib yang harus diterima ma-
nusia di dunia (the fates of human
being are not equal® Ketidaksamaan
sosial ini dapat juga diartikan sebagai
hukum sejarah yang tak terelakkan
oleh manusia. Dengan demikian ke«
nyataan ini merupakan gejala yang nor-
mal.

Oleh karena ftu, upaya untuk nie-
wujudkan cita-cita hukum tentang
persamaan kedudukan bagi setiap war-
ga negara untuk memperoleh keadilan
berhadapan langsung dengan kondisi
masyarakat yang berbeda-beda ter-
sebut. Mampulcath hukum mengatasi
kendala ketimpangan struktur masy:-
rakat ini?, dan mampukah aparat pe-
negak hukum menghadapi hambatan
struktur masyarakat tersebut?

Walaupun hukum itu secara 1€gs
telah menunjukkan komitmennya ter-
hadap prinsip persamaan di depan hu-
kum bagi semua manusia, namun
dalam kenyataannya, hukum lebih
berpihak kepada mereka yang me-
miliki kekuasaan, mereka yang me-
miliki kekayaan, mereka yang memiliki
status sosial tinggl, dan mereka yang
berpendidikan.

Pelaksanaan hukum di dalam ma-
syarakat yang ditujukan kepada orang-
orang yang memiliki kekuasaan politik

kecil saja atau bahkan sama sekali ti-
dak, biasanya lebih aman dijalankan
daripada pelaksanaannya kepada
orang-orang vang memiliki kekuasaan
politik yang lebih besar, sebab di da-
lam keadaan yang terakhir ini pelaksa-
naan ftu akan berbalik menimbulkan
tekanan kepada badan pelaksana hu-
kum ftu sendiri.”

Dengan melihat perkara pidana
yang masuk pengadfian USA, chambliss
dan Seidman berpendapat bahwa,
pengaruh tekanan ekonomi terhadap
perkara-perkara yang diajukan kepada
pengadilan paling menonjol terdapat
dalam bidang hukum pidana. Mereka
menunjukkan pada satu contoh, yaitu
mengenai normMa-norma yang menga-
tur tindakan polisi dalam melakukan
penahanan serta interogasi terhadap
seorang terdakwa. Secara proporsional.
lebih banyak orang-orang yang berasal
dari lapisan miskin yang ditahan dan
diinterogasi oleh polisi dibandingkan
dengan orang-orang dari lapisan me-
nengah.'

Penelitian yang dilakukan Donald
Black terhadap penjatuban sanksi pi-
dana bagi pelaku kasus pembunuhan
secara gamblang menunjukkan bahwa,
hukum berubah secara langsung de-

‘ngan status sosial dan kedekatan hu-

bungan.!! Pembunuhan yang dilakukan
oleh warga kulit hitam terhadap warga

*Rahardjo, Masalah, op.cit. hal. 87.

“Satjiipto Rahardjo. Hukum dan Masyarakat, Bandung: Angkasa, 1988, hal. 41. Di-
kutip dari Chambliss dan Seidman, Law, Power and Order, Massachussettis: Addison

Publishing Company. 1971, hal. 475.
“bid,

"Donal Black, Socialogical justice, hal. 10-14.
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kulit hitam kebanyakan mendapat
sanksi pidana, dan apabila korban
pembunuhan itu adalah warga kulit
putih, hampir semua pelaku mendapat
sanksi pidana. Tapi persentase wuiga
kulit putih yang membunuh warga
kulit putih yang dijatuhi sanksi pidana
jauh lebih kecil daripada warga kulit
hitam yang membunuh warga kuli
hitam. Dan hampir tidak ada warga
kulit putih yangemembunuh warga
kulit hitam difatubi sanksi pidana.

Dalam masyarakat kita, ungkapkan
hukum tidak pandang bulu hanya me-
rupakan slogan di atas kertas belalka,
karena dalam kenyamannya, aparat
penegak hukum hampir selalu mem-
pertimbangkan status sosial masyaraat
pencari keadilan yang dilayaninya.
Semakin batk status sosial yang me-
lekat dalam nama seseorang, maka
akan semakin baik pelayanan hukum
yang diperolehnya. Begitu pula sebalik-
nya.

Kelompok masyarakat yiang mem-
punyai status sosial yang terpandang
dalam masyarakat, baik karena penga-
ruh fabatannya, pengaruh kedudukan
sosial ekonominya, status keningratan-
nya, maupun pengaruh pendidikannya,
merasa berhak untuk mendapat pe-
layanan hukum khusus (privelege) dari
para aparat penegak hukum, dan kalau
tidak diperlakukan secara khusus me-
reka merasa haknya diabaikan.

Sebaliknya masyarakat yang mem-
punyai status sosial rendah, baik ka-
rena pengaruh tidak punya kekuasa-
an, lemah secara ekonomi, atau kurang
berpendidikan, merasa sebagai kawula
negara, belum memiliki kesadaran

akan persamaan hak di antara warga
masyarakat.

Ungkapan KUHP yang diplesetkan
artinya menjadi “karena uang habis
perkara”, menunjukkan bahwa hukum
lebth berpihak kepada mereka yang
punya status sosial ekonomi kuat
(orang kaya). Artinya, hukum e ter-
nyata bisa dibeli, keadilan itu dapat
pula diperdagangkan.

Sinyalemen mantan ketua MA Par-
woto 8. Ganda Subrota bahwa telah
terjadi praktek dagang hukum dalam
proses penegakan hukum melalui ins-
titusi-institusi resmi (baik yang dilaku-
kan polisi, jaksa, pengacara dan hakin)
kian memperkuat sinisme masyarakat,
bahwa hukum dapat diperjualibelikan.
Dan sinyalemen adanya mafia peradi-
lan yang mwulai bergaung sejak akhir
tahun 1970-an makin memperkuat ke-
vakinan itu.

Ungkapan “siapa dulu dong bapak-
nya”, yvang scring disitir Prof. Satjipto
Rahardjo, mengindikasikan bahwa ke-
dudukan atau jabatan seseorang atau
jabatan orang tua, punya pengaruh ter-
hadap pelayanan hukum yang akan
diperoleh seseorang dari aparat pe-
negak hukum. Dengan kata lain, ja-
batan yang melekat dalam diri sese-
orang akan meningkatkan pelayanan
hukum kepada dirinya.

Sebagai contoh bahwa hukum ber-
sifat diskriminatif terhadap kelompok
nmusyarakat kelas balwah adalah, se-
ringnya kita membaca berita di koran
bahwa pencuri-pencuri kelas teri mat
di tahanan dalam proses penyidikan
maupun dalam menjalani masa pidana,
tindakan-tindakan penganiayaan yang
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dilakukan oknum polisi, intintidasi-inti-
midasi, dan sebagainya. Hal ini hampir
tidak pernah kita jumpai, jika tersangla
atau terdakwa atau terpidananya ada-
lah orang-orang kaya atau yang punya
kedudukan, atau tersangka atau ter-
dakwanya adalah anak orang yang
punya status sosial terhormat dalam
masyarakat.

Dalam proses peradilan yang jujur
sajn, orang-orang yvang punya ke-
dudukan, orang-orang kaya, golongan
ningrat, dan kaum terdidik, lebih me-
mungkinkan mendapat akses keme-
nangan dalam perkara daripada orang
yang tidak mampu. Karena kelompok
masyarakat yang punya status sosial
yang terhormat tersebut memiliki ber-
bagai sumber daya, baik sumber daya
ekonomi, kekuasaan, keningratan,
maupun pendidikan.

Apalagi jika proses peradilan me-
lalui institusi penegakan hukum ber-
langsung secara tidak jujur (unfair trial),
nutka dapat diprediksikan bahwa ma-
syarakat yang memiliki status sosial ter-
hormat akan selalu memenangkan per-
kara jika berhadapan dengan orang-
orang kecil. Dan implikasinya, hukum
akan menjadi tiran bagi kehidupan si
lemah dan si miskin,

Kondisi seperti itu adalsh kondisi
vang sangat berbahaya bagi suatu ne-
gara hukum, karena pengalaman mem-
peroleh ketidakadilan dalam penye-
lesaian perkara akan melahirkan ke-
tikakpercayaan kepada hukum, aparat

penegak hukum, dan kepada institusi
penegakan hukum.

Di mata rakyat memang tidak mu-
dah untuk membedakan antara hukum
yang impersonil dengan pejabat hu-
kum dalam penampilannya secara per-
sonal.* Bagi masyarakat umum aparat
adalah personifikasi hukum, dan kare-
na itu perilaku aparat penegak hukum
menjadi tolok ukur hukum di mata
mereka.

Oleh karena itu prilaku aparar pe-
negak hukum yang menginjak-injak
rasa keadilan masyarakat secara lang-
sung bukan hanya mempengaruhi kre-

- dibilitas aparat penegak hukum, tapi

juga mempengaruhi citra hukum di
nmuta masyarakat, khususya masyarakat
pencari keadilan.

Pengaruh dari suatu “forum™ (pro-
ses peradilan) tidak dapat disamakan
dengan kecenderungan kasus-kasus
yang masuk sebelumnya atau menge-
sampingkan pertentangan-pertenta-
ngan, stipmatisasi atau legitimasi suatu
kelakuan, mendorong atau menekan
pengajuan tuntutan/gugatan, mengu-
rangi atau meningkatkan estimasi
tentang kelakuan atau pengaturannya.,
Pengaruh ini tidak hanya mengenai
“efek khusus” yang kuatr dari ke-
putusan forum terhadap para pihak,
tetapi juga ‘efek umumnya atau efek
publiknya” yang dihasilkan dari ko-
munikasi tentang informasi oleh/mre-
ngenal forum, dan tanggapan pihak
lain terhadap informasi itw.'

“Rahardjo, Hukum ........ op.cit., hal. 22.

UMarck Galanter, “Justice in Many Rooms®, dalam Mario Cappaletty, Acces to
Justifice and the Welfare State, 1980, hal. 157.
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Jadi pengaruh pengadilan/forum
mengenai sengketa meningkatl secan
luas dengan penyebaran informasi.
Pengadilan tidak hanya membuat pu-
tusan, tapi juga pesan. Pesan itu adalah
sumber daya para pihak menggunakan
dalim memimpikan, memikirkan, be-
lajar, bernegosiast atau memperta-
hankan mntutan (dan dalam meng-
hindar, mempertahankan, dan menga-
lahkan mereka).'

Masyarakat yang menjadi korban
ketidakadilan akan mencari cam pe-
nyelesaian sengketa di luar tatacara dan
prosedur hukum. Dengan kata lain,
mereka akan mencari keadilun di luar
pengadilan menurut tatacara, ik yang
mengikuti kaidah hukum, maupun
vang Dbersifat melawan hukum.

Akses untuk keadilan tidak hanya
masalah membawa kasus ke hadapan
petugas/penegak hukum (pengadilan),
tapi meningkatkan kualitas keadilan
dalam hubungan-hubungan dan tran-
saksi-transaksi di mana orang menjadi
terikat. Orang mengalami keadilan
(ketidokaditan) tidak hanva (binsanya)
dalam forum yang disponsori oleh ne-
gara, tapi juga pada institusi-institusi
utanm tempat mereka metakukon akti-
vitas, runmmh, tetanggy, tempat kerja,
lingkungan bisnis, dan sebagainya.'®

Analisis Mookin dan Karnluuser
mengenai bergaining di bawah ba-
yangan hukum dalam kasus-kasus
percernian menolong kita untuk me-

nyimpan pancangan sentripugal dan
memfokuskan perkembangin hukum
keluar dari forum resmi ke tatanan
privat. Pelajaran kebijaksanasn yang
mereka gambarkan adalah fungsi uta-
ma sistem hukum harus memfasilitasi
tatanan privat dun pemecahan seng-
kem'lb

Mari kita pertimbangan suatu kisah
vang sukses. Komisi Perdanztian Sosinl
Polundia (Polish’s Social Conciliatory
commision) yang distudi oleh
Kurczewski dan Frieke menyajikan
suatu contoh menarik mengenai suatu
peradilin yang digunakan masyarakat-
nya. dioperasikan tanpa pemaksaan,
dan memberikan ekspresi pada niki-
niki komunitas. Hal itu merupakan
contoh “penpgurusan sendin untuk
mendapatkan keadilan”. sebagaimana
pengarang menyebutnya, adalah se-
buah contoh yang dilaksanakan secam
formal oleh “hukum asli® vang kita
lihat.”

B. Faktor-faktor Penychab

Kondisi penegakan hukum dalam
masyarakat bukan hanya ditentukan
oleh faktor tunggal, melainkan di-
pengaruhi oleh berbagni faktor, yang
memberikan kontribusi secara ber-
sama-sama terhadap kondisi tersebut.
Namwun faktor mana yang paling do-
minan mempunvai pengaruh tergan-
tung kepada konteks sosial dan tan-

Wbid., hal. 158.
“loid., hal. 162.
“Ibid., hal. 167.
"fbid., hal. 171.
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tngantantangan yang dihadapi ma-
syarakat bersangkutan.

Secara umum faktor-faktor yang
mempengaruhi penegakan hukum da-
pat dibedakan dalam dua hal, yaitu
faktor-faktor yang terdapat dalam sis-
tem hukum dan faktor-faktor di luar
sistem hukum. Adapun faktor-faktor
dalam sistem hukum meliputi faktor
hukumnya (undang-undang), Eaktor
penegak hukum, dan faktor sarana dan
prasarana. Sedangkan faktor-faktor di
luar sistem hulkum yang memberikan
pengaruh adalah faktor kesadaran
hukum masyarakat, perkembangan
nuisyarakat, kebudayaan. dan faktor
penguasa negara.

Realitas penegakan hukum dalam
nusyarakat kita yang sedang meng-
alami proses modernisasi juga dipe-
ngaruhi faktor-faktor najemuk tersebut.
Dengan demikian kondisi penegakan
hukum yang masth buruk dalam na-
svarakat kita dipengaruhi oleh berbagai
kaktor.

Ada pendapat yang niengataan
bahwa faktor yang Lerdiri di belakang
kelembeken suatu negara atau Ke-
tidakdisiplian sostal yang meluas, yaitu
perundang-undangan yang terburu-
buru (sueeping legistation). Perundang-
undangan yang demikian itu dimak-
sudkan untuk memodernisasi masya-
rakat dengan segera, berhadapan de-
ngan masyarakat yang umumnya
diwarisi, yaitu otorianisme, paternalis-
me, partikularisme dan banyak ketidak-
teraturan lainnya."

Pendapat tersebut tampaknya tidak
terjadi di negara kita, karena proses
pembentukan undang-undang di ne-
gara kita justru berjalan secara lamban.
Jumiah peraturan perundang-undangan
kolonial yang belum diperbarui ada
sekitar 400 peraturan, padahal Indo-
nesia sudah 48 tahun merdeka. Pro-
duktivitas lembaga pembentuk undang-
undang (DPR dan Presiden) masih
rendah.

Meskipun demikian, faktor undang-
undang tetap mempunyai penguaruh
terhadap kondisi buruk penegakan hu-
kum di negara kita, Hal itu bisa terjadi
karena masih tetap dipertahankannya
beberapa undang-undang atau ke-
tentuan-ketentuan undang-undang
yang kurang sefjalan dengan rasa ke-
adilan masyarakat. Misalnya undang-
undang subversi, ketentuun hatzaai
artikelen, dan sebagainya.

Di samping itu, menurut Schuyt,
tujuan hukum yang kemwdian harus
diwujudkan oleh organ-organ pelak-
sananya itu adalah sangat umum dan
kabur sifatnya. la menunjuk pada nilai-
nilai: keadilan, kesermasian (doelma-
tigchei<l), dan kepastian hukum. Se-
bagai tujuan yang harus diwujudkan
oleh hukum dalam kehidupan sehari-
hari. Oleh karena kekaburan dalam
tujuan yang hendak dilaksanakan oleh
hukum inilah, maka sekalipun orga-
nisasi-organisasi yang dibentuk itu
bertujuan untuk mewujudkan apa yang
menjadi tujuan hukum, organ-organ ini
dipakai untuk mengembangkan pen-

“Satjipto Rahardjo, Masalah ...... Opcit, 11:11. 26
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dapatnya/penafsimannya sendiri menge-
nai tujuan hukum itu. Dengan demi-
kian, maka organisasi-organisasi ini,
seperti pengadilan, kepolisian, legisiatif,
dan sebagainya, menjalani kehidupan-
nya sendiri, serta mengejar tujuan-
tujuannya sendiri pula. Melalui proses
ini terbentuklah suatu kultur, yang
selanjutnya akan memberikan penga-’
rahan pada tingkah laku orgunisasi-
organisasi serta pejabat-pejabatnya
schari-hari."

Dengan demikian, kultur yang mm-
buh dalam organisasi-organisasi pe-
negakan hukum adalh kultur yang
menyimpang dari harapan pembentuk
undang-unding, atau kultur yang ber-
tolak belakang dengan spirit undang-
undang. Organisasi penegakan hukum
bukan hanya membawa misi hukum
(keadilan), tapi juga misi-misi lainnya,
seperti Kesejahteraan apuratnya, ke-
sempurnaan fasilitas, dan kredibilitas
lembaga di mata masyarakat.

Apabila misi hukum yang diemban
organisasi penegakan hukum berten-
tangan dengan misi organisasi binnya,
maka prose penegakan hukum akan
mengalami  hambatan-hambatan. Jika
kepentingan organisasi ity bersifat
mendesak, maka bisa terjadi misi hu-
kum dikesampingkan. Datam komeks
inilah penyimpangan-penyimpangan
banyak terjadi.

Dengan Kkata lain, tegangan-te-
gangan yang terjadi antara sistem hu-

kum di satw pihak dan dorongan-do-
rongan kebutuhan serta situasi sosial
yang mendesak di lain pihok rtelsh
menyebabkan terjadinya penyimpang-
an-penyimpangan.®

Kultur organisasi penegakan hu-
kum yang menyimpang dari semangat
undang-undang tidak hanya discbab-
kan oleh kaburnya aturan perundang-
undangan, tapi juga karena adanya
perbedaan kepentingan antara undang-
undang dengan lembaga penegakan
hukum, dan juga dengan apamt pe-
negak hukum.

Faktor lain yang menijadi gangguan
dalam kelancaran proses penvelesaian
oleh lembaga-lembaga hukum, dise-
babkan oleh tiadanya kescimbangun
antara fasilitas pengadministrusian de-
ngan jumiah orang yang harus dilayuni,
dapat diperkirakan akan menimbulk:an
peluang bagi terjadinya cacat dalam
administrasi tersebut. Dalam pengertian
ini termasuk, baik kemunduran muw
pelaksanaan mavpun prakiek-praktek
vang sudah mengarah kepada per-
buatan tercela/terlarang.?!

Fasilitas yang dimiliki organisasi-
organisasi penegakan hukum ternyara
masih sangat kurang, baik vang berupa
fasilitas fisik, peralatan operasional,
maupun finansial. Perkembangan kefu-
hatan semakin maju, namun perulatan
yang dimiliki oleh polisi musih sangut
terbatas, dan sudah kuno. Dengun
alasan kekurangan biaya operasional,

“Rahardjo, Hukum ......, Op.cit, hal. 7s.

"Rahardjo, Aneka Persoalan Hukum dalam Masvarakar, Bandung: Angkasa, 1958,

hal. 30.

H1bid, hal, 11 '
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sering memaksa polisi melakukan
pungli ketika menjulanka tugas.

Sedangkan faktor lain dalam sistem
hukum vang paling berpengaruh ter-
hadap kondisi penegakan hukum kita
vang masih buruk adalah kualitas sum-
ber daya manusia aparat penegak hu-
kuni Bukan lagi mhasin umum bila
aparat penegak hukum, kepolisian, ke-
jaksaan, kehakiman, dan kepenga-
caraan.

Kurangnya profesionalisme ini ter-
lihat dari lemahnya wawasan pemi-
kiran dan minimnya keterampilan
untuk bekera. rendahnya motivasi ker-
ja. dan rusaknya moralitas personal
aparat penegak hukum. Kurangnya
profeStonalisme aparat ini disebabkan
oleh tingkat pendidikan yang rendah
(polisi}, dan sangat sedikitnya program
pengembangan sumber daya di ka-
langan organisasi penegakan hukum.

Faktor-faktor di luar sistem hukum
vang berpengaruh terhadap proses
penegakan hukum adalaly kesadaran
hukum masyarmkat, perubahan sosial,
dan politik hukum penguasa. Ke-
sadaran hukum masvarakat kita masih
sangat rendah. baik di kalangan masya-
rakat terdidik maupun di seputar ma-
syarakat kurang berpendidikan, bahkan
juga di kalangan aparat penegak hu-
kum sendiri.

Indikator rendahnya kesadaran hu-
kum nuasvarakat dapat dilihat dari ba-
nyaknya tindakan main hakim sendiri
vang terjadi dalam masyarakat, baik
vang dilakukan masyarakat pada
umumnya, maupun yang dilakukan
aparat penegak hukum. Para pelaku
kejahatan vang tertangkap basah saat

melakukan kcjahatgn, terutama pelaku
kajahatan kesusilaan dan pencurian
dihakimi sendiri oleh musyarakat.

Para pelaku kejahatan- kesusilaan
yang ketahuan berzina atau melakukan
kumpul kebo, diarak masyarakat ke-
liling kampung atau disuruh melaku-
kan kembali (replay) adegan yang
telah dilakukannya di depan orang ba-
nyak yang menonton. Sedangkan para
pencuri yang tertangkap basah_bixsa-
nya dipukuli atau digebuki oleh masya-
rakat, yang kadangkala berakibat cacat
fisik atau meninggal dunia.

Pengaruh perubahan sosial ter-
hadap proses penegakan hukum ter-
gambar dari perubahan tata nilai dalam
muasyarakat. Perubahan tata nilai meru-
pakan perubahan tata kelakuan dalam
pola interaksi sosial di antara sesama
warga masyarakat. Nilai-nilai lama
sudah ditinggalkan sementara nilai-nilai
baru belum melembaga, yang meng-
akibatkan perbenturan nilai atau ter-
jadinya dualisme nilai dalam masya-
rakat,

Nilgi-nilai dualistik tersebut misal-
nya nilai kemanfaatan sosial dan
keadilan, nilai-nilai tradisional dan mo-
dern, kekeluargaan dan individualisme,
pertumbuhan dan pemerataan, mate-
rialisme dan spiritualisme, dan sebugai-
nya. Ketidakserasian antara nilai-nilai
yang berpasangan tersebut menimbul-
kan kerancuan nilai dan ketidakpastian
sehingga merangsang aparut penegak
hukum melakukan tindakan yang
bersifat patologis.

Sedangkan pengaruh politik hukum
penguasa terhadap proses penegakan
hukum menyangkut campur tangan
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(intervensi) eksekutif atau lembaga
ekstra yudisial dalam proses peradilan.
Campur tangan lembaga-lembaga ter-
sebut membatasi kebebasan hakim
dalam memeriksa dan mengadili per-
kara, sehingga proses peradilan yang
jujur dan tidak memihak tidak berjalan
dengan baik.

Intervensi lembaga eksekutif dan
lembaga-lembaga ekstra yudisial ter-
sebut terjadi dalam peradilan kasus-
kasus kejahatan politik, misalnya dalam
pemeriksaan kasus-kasus subversi, dan
penyebaran kebencian kepada pe-
merintzh. Dan dapat juga terjadi bila
pihak yang diadili adalah pejabat-peja-
bat penting. @
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